GUBERNUR PAPUA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang  :a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan
akuntabilitas serta  asas  keadilan dan
kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan

pergbahan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu  menetapkan
Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua
Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor;

Mengingat © 1.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten

Mimika. Kabupaten Puncak Java dan Kota Sorong



Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi I[rian
Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
[Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960)

sesual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

[ndonesia Nomor 018 /PUU-1/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang:'”

W

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagl Provinsi Papua menjadi
Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik
IndonesiaTahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4884);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan  Pemeritahan Daerah  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentari-g-f_l‘-
Pembentukan Peraturan Perundang-undanganﬁi‘

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
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